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Yayasan  Pelopor  Pilihan  Tujuhbelas

Apa itu Yayasan  PP17?

Yayasan  Pelopor  Pilihan  Tujuhbelas  (PP17) lahir atas

kekhawatiran sekaligus harapan kami  untuk meningkatkan

partisipasi orang muda di arena politik . Politik yang kami

bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga

tentang memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam  

pilihan  hidup  sehari -hari .

Dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  orang  muda , PP17 

memiliki  beberapa  inisiatif  program,  di  antaranya  adalah  Survei  

Nasional  Kawula 17 yang  kami  lakukan  di  tiap  kuartal  untuk  

memantau  posisi  partai  politik  dan  pandangan  masyarakat  

terhadap  isu -isu  terkini . Pemantauan  reguler  ini  dilakukan  

untuk  memetakan  dan  memberikan  gambaran  yang  

representatif  terhadap  posisi  masyarakat  Indonesia  terkait  isu -

isu  terkini  yang  juga  dibahas  di  DPR . 

PP17 juga  meluncurkan  Kawula 17.id  yang  merupakan  Voting

Advice Application (VAA) . Melalui  Kawula 17.id,  (calon ) pemilih  

bisa  memeriksa   pilihan  partai  politik  yang  paling  sesuai  

dengan  nilai -nilai  politik  pemilih  berdasarkan  isu  sosial  ekonomi  

yang  diusung  oleh  partai  tersebut  di  kurun  waktu  tertentu . Isu -

isu  yang  diangkat  harus  relevan  terhadap  kebutuhan  pemilih  

dan  dinamis . 

Bagaimana VAA Kawula 17.id bekerja?

Secara  sederhana,  VAA dapat  diibaratkan  sebagai  kuis  

yang  terdiri  dari beberapa set pertanyaan yang  

disediakan bagi para  pengguna . Pertanyaan -

pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini

sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publi k .

Pemetaan posisi partai politik  dilakukan pada masing -

masing isu . Posisi  ini  didapatkan  melalui  desk  research  

di  portal  berita  maupun  konfirmasi  langsung  dengan  

perwakilan  partai . Posisi -posisi partai teridentifikasi  

sebagai  dasar  pembuatan  VAA. Dari jawaban -jawaban

yang terkumpul, Kawula 17 mencoba untuk memetakan

pilihan publi k dengan sikap partai politik pada masing -

masing isu yang tersedi a. Hasil  penelitian  ini  digunakan  

untuk  menjaga  VAA Kawula 17 tetap  up  to  date . 
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Tentang  Survei  Nasional  Kawula 17

National  Kawula 17 Survey  (NKS) atau  Survei  Nasional  Kawula 17 

bertujuan  untuk  mendorong  diskusi,  kesadaran  masyarakat  

dan  pemerintah  terhadap  kondisi  terkini . NKS dilakukan  

empat  kali  dalam  setahun  atau  untuk  melihat  tren  yang  

terjadi  di  masyarakat . Publikasi  untuk  setiap  laporan  NKS 

dapat  diakses  melalui  website  Kawula 17.id .

Pada  kuartal  ketiga  tahun  ini,  Kawula 17 mempublikasikan  

laporan  NKS yang  berisi  tentang :

1. Isu  prioritas  masyarakat .

2. Penilaian  kinerja  pemerintah .

3. Ekspektasi  terhadap  pemerintah .

4. Monitoring  partai  politik .

5. Opini  masyarakat  terkait  beberapa  RUU  di  Prolegnas .

6. Persepsi  masyarakat  terhadap  isu  hubungan  internasional .
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Temuan



Terlihat  konsistensi  prioritas  isu  terkait  perekonomian  bagi  

masyarakat  sejak  awal  pemerintahan  Prabowo -Gibran . Isu  ekonomi  

secara  konsisten  menjadi  salah  satu  topik  teratas  bagi  masyarakat  

sejak  Q1 2025  hingga  Q1 2026 . Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  

perkembangan  ekonomi  masih  menjadi  perhatian  utama  

masyarakat  dalam  membaca  situasi  nasional .

Kekhawatiran  tersebut  tercermin  dalam  isu -isu  yang  paling  dekat  

dengan  kehidupan  sehari -hari . Pada  tiga  bulan  pembuka  tahun  

2026 , tingginya  tingkat  pengangguran  (45%) menjadi  kekhawatiran  

utama,  disusul  oleh  mahalnya  harga  pangan  dan  bahan  pokok  

(43%). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perhatian  publik  terhadap  

ekonomi  tidak  hanya  berkaitan  dengan  pertumbuhan  secara  besar,  

tetapi  juga  dengan  rasa aman  terhadap  pekerjaan,  penghasilan,  dan  

biaya  hidup .

Di  sisi lain,  kekhawatiran  masyarakat  juga  meluas  pada  persoalan  

lingkungan  yang  dinilai  dapat  memperburuk  tekanan  ekonomi  dan  

kualitas  hidup  dalam  jangka  panjang . Deforestasi  untuk  pembukaan  

lahan  sawit  di  Papua  (33%), maraknya  proyek  tambang  yang  

merusak  lingkungan  (32%), serta  pemulihan  wilayah  pascabencana  

di  Sumatera  (31%) menunjukkan  bahwa  masyarakat  melihat  

kerusakan  lingkungan  sebagai  persoalan  yang  berdampak  langsung  

pada  kehidupan  dan  penghidupan  mereka .

Isu  Prioritas  Masyarakat

Secara  umum , keyakinan  masyarakat  terhadap  pemenuhan  

program  Prabowo -Gibran  masih  terbagi , dengan  38% masyarakat  

Indonesia  merasa  (sangat)  yakin  dan  32% masyarakat  yang  (sangat)  

tidak  yakin . Penilaian  terhadap  pemerintah  mendapatkan  NET Score  

6% yang  menjadi  nilai  terendah  sejak  kepemimpinan  Prabowo -

Gibran . Karakter  Prabowo  (46 %) terus  menjadi  alasan  utama  bagi  

mereka  yang  (sangat)  yakin  terhadap  pemerintahan  Prabowo -

Gibran,  sedangkan  mereka  yang  (sangat)  tidak  yakin  diakibatkan  

oleh  maraknya  korupsi  oleh  pejabat  (56%).

Ekspektasi  terhadap  Pemerintah

Pada  Q1 2026 , kinerja  pemerintah  tercatat  berada  di  angka  5,4 poin,  

menurun  dibandingkan  dengan  Q4 2025  yang  mencapai  5,7 poin . 

Namun,  jika  dibandingkan  dengan  periode  yang  sama  pada  tahun  

sebelumnya  (Q1 2025 ), skor  masih  berada  di  angka  5,4 poin,  yang  

menunjukkan  belum  adanya  perbaikan  kinerja  yang  signifikan .

Ketidakpuasan  masyarakat  juga  terlihat  dalam  kebijakan  kenaikan  

gaji  ASN (38%) yang  terekam  sejak  dua  kuartal  sebelumnya,  Q3 2025 . 

Selain  itu,  pemenuhan janji 19 juta lapangan pekerjaan terus

menjadi program pemerintahan yang memiliki tingkat kepuasan

terendah, dengan 54% masyarakat merasa (sangat) tidak puas .

Penilaian  Kinerja Pemerintah

Temuan  (1)
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Hasil  Survei  Nasional  Kawula 17 Q1 2026  menunjukkan  bahwa  

dukungan  terhadap  Partai  Gerindra  turun  secara  signifikan  sebesar  

-15%, dari  38% pada  Q4 2025  menjadi  23% di  Q1 2026 . Sementara  itu , 

suara  terendah  dimiliki  oleh  PKB  (3%). Jika  pemilu  dilaksanakan  hari  

ini , PKB  mungkin  tidak  mendapatkan  kursi  di  parlemen .

 

Pantauan  Partai  Politik

Opini  publik  terhadap  Rancangan  Undang -Undang  (RUU)  yang  

sedang  berjalan  menunjukkan  bahwa  posisi  partai  terbagi  dalam  

RUU  dengan  posisi  masyarakat  Indonesia . Dari  beberapa  RUU  

Prolegnas  yang  menjadi  fokus  pada  Q1 2026 , masyarakat  

menganggap  bahwa  aparat  kepolisian  seharusnya  tidak  

menggunakan  kekerasan  terhadap  warga  sipil  (62%) dan  urusan  

pangan  sudah  seharusnya  melibatkan  petani  lokal  (57%).

Temuan  ini  menunjukkan  bagaimana  partai  politik  belum  

menunjukkan  sikap  tegas  dalam  perancangan  UU  yang  

berpengaruh  besar  dalam  kehidupan  sehari -hari  masyarakat . Di  sisi 

lain,  sebagian  masyarakat  tampak  belum  sepenuhnya  memahami  

UU  yang  masuk  dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas),  maka  

diperlukan  edukasi  berlanjut  mengenai  hal  tersebut .

Opini  Publik terhadap  RUU Berjalan

Indeks  Partai  Politik  pada  Q1 2026  ditentukan  berdasarkan  sikap  

partai  politik  dan  opini  masyarakat  terhadap  RUU  Polri,  RUU  Pangan,  

RUU  Polri,  RUU  Pengelolaan  Perubahan  Iklim,  RUU  Pemilu,  dan  RUU  

Penanggulangan  Disinformasi  dan  Propaganda  Asing .

Pada Q1 2026 , partai -partai di parlemen memperoleh skor indeks

yang cukup rendah . Ini menunjukkan bahwa posisi partai terhadap

RUU di atas belum sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat .
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Indeks  Partai  Politik

Partai Politik

Indeks per kuartal

Q1 2026
Q4 

2025
Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025

Demokrat 33,9 20,5 42,0 37,8 35,5

NasDem 23,1 23,8 28,6 37,8 61,0

PKB 29,8 30,8 39,1 37,6 61,0

PDIP 33,9 43,2 51,2 36,5 28,9

Golkar 33,9 25,0 31,2 36,5 31,1

PKS 34,4 27,8 47,6 35,5 61,1

Gerindra 34,8 25,0 47,6 31,7 46,2

PAN 27,3 20,8 41,9 27,9 35,6

Temuan  (2)
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Persepsi  Masyarakat terhadap  Hubungan  
Internasional

Temuan  (3)

Berdasarkan  isu  internasional  yang  sedang  ramai  dibicarakan , 

National  Kawula 17 Survey  Q1 2026  memberikan  pertanyaan  

mengenai  isu -isu  internasional  terkait .

Mayoritas  masyarakat  menganggap  bahwa  Indonesia  perlu  

mempertahankan  prinsip  bebas -aktif  dalam  urusan  internasional  

(57%), Indonesia  tidak  perlu  terlibat  dalam  konflik  AS dan  Israel  

dengan  Iran  (52%), dan  bahwa  suatu  negara  tidak  boleh  

mencampuri  urusan  negara  lain  tanpa  adanya  mandat  internasional  

(50%). 

Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lebih  mendorong  

Indonesia  untuk  menjaga  posisi  yang  independen , berhati -hati , dan  

tidak  terlalu  jauh  terlibat  dalam  konflik  antarnegara . Di  tengah  

situasi  global  yang  semakin  kompleks , masyarakat  tampaknya  

masih  melihat  peran  Indonesia  lebih  relevan  sebagai  negara  yang  

menjaga  prinsip  diplomasi  dan  stabilitas .



Segmentasi

Sumber: Storyset
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12%

33%

8%

26%

20%

Sangat mendukung

Cukup mendukung

Netral

Cukup skeptis

Sangat skeptis

Spektrum Mendukung -Skeptis  Pemerintah
base: all, n= 387

Pengujian  skala  skeptis -mendukung  pemerintah  
mengidentifikasi  lima  kelompok  utama , yaitu : (1) sangat  
skeptis , (2) cukup  skeptis , (3) netral , (4) cukup  mendukung , dan  
(5) sangat  mendukung . Skala  ini  dibuat  berdasarkan  posisi  
masyarakat  dalam  RUU  berjalan , seperti  RUU  Polri , RUU  
Pangan,  RUU  Pengelolaan  Perubahan  Iklim,  RUU  Pemilu , dan  
RUU  Penanggulangan  Disinformasi  dan  Propaganda  Asing . 
Skala  ini  juga  dibuat  berdasarkan  penilaian  masyarakat  
terhadap  pemerintah  pusat , kinerja  pemerintah  dalam  
beberapa  topik , tingkat  keyakinan  terhadap  pemenuhan  
program  pemerintah , serta  penilaian  mereka  terhadap  kinerja  
pemerintah  dalam  program  Makan  Bergizi  Gratis  dan  
Lumbung  Pangan .

Hasil  NKS Q1 2026  menemukan  bahwa  semakin  skeptis  
masyarakat , semakin  buruk  pula  penilaian  mereka  
terhadap  kinerja  pemerintah . Sebaliknya , semakin  
mendukung  mereka , semakin  bagus  penilaian  mereka  
terhadap  kinerja  pemerintah . Melalui  spektrum  ini , terlihat  
bahwa  penilaian  masyarakat  terhadap  pemerintah  tidak  
berdiri  sendiri , tetapi  berkaitan  erat  dengan  sikap  mereka  
terhadap  arah  kebijakan , program,  dan  isu -isu  prioritas  
nasional . Pemetaan  ini  membantu  menunjukkan  bagaimana  
posisi  skeptis  hingga  mendukung  membentuk  cara  
masyarakat  menilai  kinerja  pemerintah  secara  keseluruhan .
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Spektrum Skeptis -Mendukung  Pemerintah



50%

51%

55%

63%

70%

Antikorupsi

Ketenagakerjaan

Pendidikan

Kemiskinan

Ekonomi

Topik  prioritas
base: Sangat skeptis , n= 77
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Sangat skeptis

Perempuan 45%

Laki -laki 54%

Tidak mengatakan 1%

Sumatera 21%

Jawa 65%

Lainnya 14%

Perkotaan 62%

Pedesaan 38%

20%

Isu  yang perlu  segera  diselesaikan

Mahalnya  bahan  pokok 47%

Anggaran  MBG terlalu  besar 46%

Tingkat pengangguran  tinggi 41%

Maraknya  kasus  keracunan  MBG 39%

Penonaktifan  BPJS Kesehatan 39%

Isu prioritas
base: Sangat skeptis , n= 77

Isu lingkungan yang perlu segera 
diselesaikan

Pembukaan  hutan  untuk  sawit 38%

Perampasan hutan  adat  utk  PSN 35%

Proyek  tambang  yang merusak  33%

Pemulihan  daerah  pasca  bencana 28%

Deforestasi  dan ahli  fungsi  hutan 28%

Isu lingkungan  prioritas
base: Sangat skeptis , n= 77

17-24 36%

25-34 29%

35-44 36%

Demografi  & profil
Sangat skeptis

(Sangat) yakin Agak yakin
(Sangat) tidak  

yakin

96%

4%

Keyakinan  terhadap  pemerintah
base: Sangat skeptis , n= 77



46%

55%

56%

59%

67%

Kesehatan

Pendidikan

Antikorupsi

Kemiskinan

Ekonomi

Topik  prioritas
base: cukup  skeptis , n= 100

45%

47%

8%

Keyakinan  terhadap  pemerintah
base: cukup  skeptis , n= 100

Isu  lingkungan  yang perlu  segera  
diselesaikan

Pembukaan  hutan  untuk  sawit 35%

Pemulihan  daerah  pasca  bencana 32%

Proyek tambang  yang merusak 31%

Deforestasi  dan ahli  fungsi  hutan 29%

Inefisiensi  pengelolaan  sampah 28%

Isu lingkungan  prioritas
base: cukup  skeptis , n= 100

Isu prioritas
base: cukup  skeptis , n= 100

Isu  yang perlu  segera  diselesaikan

Tingkat pengangguran  tinggi 48%

Mahalnya  harga  bahan  pokok 45%

Penonaktifan  BPJS Kesehatan 38%

Maraknya  kasus  keracunan  MBG 37%

Anggaran  MBG terlalu  besar 32%

13

Cukup  skeptis

22%

Demografi  & profil
cukup  skeptis

Perempuan 53%

Laki -laki 47%

Tidak mengatakan 1%

Sumatera 13%

Jawa 61%

Lainnya 26%

Perkotaan 57%

Pedesaan 43%

17-24 26%

25-34 42%

35-44 30%

26%

(Sangat) yakin Agak yakin
(Sangat) tidak  

yakin



46%

46%

49%

65%

70%

Ketenagakerjaan

Antikorupsi

Kesehatan

Kemiskinan

Ekonomi

Topik prioritas
base: netral, n= 34

7%

61%

32%

Keyakinan  terhadap  pemerintah
base: netral , n= 34
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Netral

Isu  yang perlu  segera  diselesaikan

Tingkat pengangguran  tinggi 49%

Anggaran  MBG terlalu  besar 43%

Penonaktifan  BPJS Kesehatan 37%

Mahalnya  harga  bahan  pokok 37%

Maraknya  kasus  keracunan  MBG 27%

Isu  prioritas
base: netral , n= 34

Isu  lingkungan  yang perlu  segera  
diselesaikan

Inefisiensi  pengelolaan  sampah 40%

Perampasan hutan adat utk PSN 30%

Proyek tambang  yang merusak 27%

Pembukaan  hutan  untuk  sawit 26%

Pencemaran  akibat  limbah  industri 25%

Isu  lingkungan  prioritas
base: netral , n= 34

22%

Demografi  & profil
Netral

8%

Perempuan 41%

Laki -laki 59%

Tidak mengatakan 0%

Sumatera 20%

Jawa 54%

Lainnya 26%

Perkotaan 46%

Pedesaan 54%

17-24 26%

25-34 37%

35-44 37%

(Sangat) yakin Agak yakin
(Sangat) tidak  

yakin



39%

43%

54%

59%

62%

Pendidikan

Ketenagakerjaan

Antikorupsi

Ekonomi

Kemiskinan

Topik  prioritas
base: Cukup  mendukung , n= 123 
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Cukup  mendukung

Isu  yang perlu  segera  diselesaikan

Tingkat pengangguran  tinggi 50%

Maraknya  kasus  keracunan  MBG 42%

Mahalnya  harga  bahan  pokok 39%

Penonaktifan  BPJS Kesehatan 35%

Anggaran  MBG terlalu  besar 28%

Isu prioritas
base: Cukup  mendukung , n= 123

Isu  lingkungan  yang perlu  segera  
diselesaikan

Pemulihan  daerah  pasca  bencana 32%

Inefisiensi  pengelolaan  sampah 32%

Proyek  tambang  yang merusak 30%

Pembukaan  hutan  untuk  sawit 29%

Banjir  dan air rob 29%

Isu lingkungan  prioritas
base: Cukup  mendukung , n= 123

22%

Demografi  & profil
Cukup  mendukung

33%

Perempuan 55%

Laki -laki 44%

Tidak mengatakan 0%

Sumatera 24%

Jawa 49%

Lainnya 27%

Perkotaan 56%

Pedesaan 44%

17-24 32%

25-34 37%

35-44 30%

(Sangat) yakin Agak yakin
(Sangat) tidak  

yakin

33%

64%

Keyakinan  terhadap  pemerintah
base: Cukup  mendukung , n= 123

3%



43%

49%

50%

57%

58%

Hak Asasi Manusia

Pendidikan

Antikorupsi

Kesehatan

Ekonomi

Topik  prioritas
base: Sangat mendukung , n= 53
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Sangat mendukung

Isu  yang perlu  segera  diselesaikan

Mahalnya  harga  bahan  pokok 50%

Maraknya  kasus  keracunan  MBG 46%

Tingkat pengangguran  yang tinggi 34%

Keikutsertaan  dalam  BoP 31%

Penonaktifan  BPJS Kesehatan 27%

Isu prioritas
base: Sangat mendukung , n= 53

Isu  lingkungan  yang perlu  segera  
diselesaikan

Proyek tambang  yang merusak 39%

Pemulihan  daerah  pasca  bencana 38%

Pembukaan  hutan  untuk  sawit 34%

Pencemaran  akibat  limbah  industri 27%

Cuaca  ekstrem 26%

Isu lingkungan  prioritas
base: Sangat mendukung , n= 53

22%

Demografi  & profil
Sangat mendukung

12%

Perempuan 32%

Laki -laki 68%

Tidak mengatakan 0%

Sumatera 13%

Jawa 36%

Lainnya 6%

Perkotaan 42%

Pedesaan 58%

17-24 21%

25-34 35%

35-44 44%

(Sangat) yakin Agak yakin
(Sangat) tidak  

yakin

4%

95%

Keyakinan  terhadap  pemerintah
base: Sangat mendukung , n= 53

1%



Isu Prioritas

Sumber: Storyset

2



8%

13%

21%

22%

27%

43%

46%

47%

53%

59%

64%

Kesetaraan gender

Hubungan internasional

Lingkungan

Penanggulangan bencana

Hak Asasi Manusia

Ketenagakerjaan

Kesehatan

Pendidikan

Antikorupsi

Kemiskinan

Ekonomi

Topik  prioritas
base: semua , n= 387

Kekhawatiran  masyarakat  terhadap  kondisi  ekonomi  di Q1 2026 semakin  
memburuk  dibandingkan  dengan  awal  pemerintahan  Prabowo -Gibran.

18IP01 Manakah  topik  di  bawah  ini  yang  kamu  anggap  penting  saat  ini ?

Q1
2025

60%

Pilar isu  Kawula17

36%

31%

33%

36%

-

27%

-

5%

-

Topik  ekonomi  menjadi  
prioritas  secara  signifikan  
oleh mereka  yang 
memiliki  pendidikan  
terakhir  SMP/SMA 
sederajat  (67%).

Topik  kemiskinan  
menjadi  prioritas  secara  
signifikan  bagi  mereka  
yang memiliki  pendidikan  
SMP/SMA sederajat  (61%) 
dan mereka  yang tinggal  
di Jawa (67%)

Topik  antikorupsi  
dianggap  penting  secara  
signifikan  oleh mereka  
yang tinggal  di pedesaan  
(61%) dan mereka  yang 
memiliki  SES B (58%)

+22%

+23%

2%

+16%

+10%

Data Bank Indonesia (2026) 
menunjukkan  sepanjang  Januari ς 
Desember  2025, indeks  keyakinan  
konsumen  mengalami  penurunan  3,5 
poin . Hal ini  menunjukkan  optimisme  
masyarakat  lebih  rendah , yang 
dikarenakan  adanya  perlambatan  
ekonomi  dan penurunan  lapangan  
pekerjaan .

Nice to know

+14%



Dari kuartal  ke kuartal , topik  ekonomi  konsisten  sebagai  topik  yang paling 
dikhawatirkan  dan menjadi  prioritas  utama  masyarakat .
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Ekonomi

Kemiskinan

Antikorupsi

Pendidikan

Kesehatan

Ketenagakerjaan

Hak asasi manusia

Penanggulangan  bencana

Lingkungan

Hubungan  internasional

Kesetaraan  gender

64%

Q1
2026

59%

53%

47%

46%

43%

27%

22%

21%

13%

8%

58%

Q4
2025

55%

49%

46%

47%

45%

35%

40%

38%

-

9%

61%

Q3
2025

57%

53%

48%

43%

38%

37%

-

12%

-

5%

29%

Q2
2025

52%

38%

34%

25%

28%

18%

-

13%

-

2%

26%

Q1
2025

60%

31%

33%

36%

20%

27%

-

5%

-

2%

-8%

-18%

Topik  prioritas  per kuartal
base: semua , n= variasi

-17%



Tingginya  harga  pangan  dan bahan  
pokok  yang menjadi  kekhawatiran  
masyarakat  merupakan  cerminan  dari  
meningkatnya  inflasi  menurut  Bank 
Indonesia (2026) yang dimulai  dari  bulan  
Januari 2025 (0,76%) hingga  bulan  
Januari 2026 dengan  angka  3,55% 
(+2,79%), menunjukkan  peningkatan  
harga  yang cukup  tajam  dari  tahun  ke  
tahun .

Nice to know

10%

16%

19%

22%

23%

33%

36%

40%

43%

45%

Lemahnya fungsi pengawasan DPR

Penurunan nilai tukar rupiah

Kriminalisasi aktivis dan warga sipil

Partisipasi Indonesia dalam BOP

Maraknya kekerasan aparat negara

Tingginya alokasi anggaran MBG

Penonaktifan BPJS Kesehatan

Maraknya kasus keracunan MBG

Harga pangan dan bahan pokok tinggi

Tingkat pengangguran tinggi

Isu yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah
base: semua, n= 387

20$IP03_mr  Manakah  permasalahan  di  bawah  ini  yang  kamu  anggap  penting  untuk  segera  diselesaikan  oleh  pemerintah ?

Sejalan  dengan  topik  ekonomi , pengangguran  (45%) dan harga  pangan  (43%) 
menjadi  isu  mendesak  yang harus  diselesaikan  pemerintah .

Mahalnya  harga  pangan  
dan bahan  pokok  
dianggap  penting  secara  
signifikan  oleh mereka  
dengan  pendidikan  
SMP/SMA sederajat  (47%)

Q4
2025

52%

46%

47%

-

-

26%

-

26%

-

-

-7%

-7%

-7%



1%

15%

19%

24%

24%

25%

25%

27%

27%

31%

32%

33%

Tidak tahu

Komersialisasi kawasan konservasi

Kersama sektor energi Indonesia-Israel

Pencemaran limbah industri

Peningkatan intensitas cuaca ekstrem

Banjir dan air rob

Deforestasi dan alih fungsi hutan

Perampasan hutan adat

Pengelolaan sampah tidak efisien

Pemulihan wilayah pasca bencana

Proyek tambang merusak lingkungan

Deforetasi untuk lahan sawit Papua

Isu  lingkungan  yang perlu  segera  diselesaikan  pemerintah
base: semua , n= 387

Pemulihan  wilayah 
Sumatera pasca  banjir  
dinilai  penting  secara  
signifikan  oleh mereka  
dengan  pendidikan  
perguruan  tinggi  (45%).

Banjir  dan air rob  dinilai  
penting  secara  signifikan  
oleh mereka  dengan  
pendidikan  SMP/SMA 
sederajat  (27%) dan SES D 
(45%).

Kekhawatiran  masyarakat  meluas  ke isu  lingkungan , dari  perluasan  sawit  di Papua 
(33%), proyek  tambang  (32%), hingga  pemulihan  wilayah pascabencana  (31%).

21IP02 Manakah  permasalahan  lingkungan  di  bawah  ini  yang  kamu  anggap  penting  untuk  segera  diselesaikan  oleh  pemerintah ?

Pengelolaan  sampah  
yang tidak  efisien  dinilai  
penting  secara  signifikan  
oleh masyarakat  
pedesaan  (35%).

Q4
2025

39%

39%

-

28%

26%

28%

24%

29%

-

-

Satgas  Penertiban  Kawasan Hutan 
mencatat  proyek  tambang  ilegal  yang 
tersebar  sebanyak  198 titik  di daerah  
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan 
Maluku Utara dari  75 korporasi  tambang  
ilegal . PUSAT Pelaporan  dan Analisis  
Transaksi  Keuangan  (2026) mengungkap  
total perputaran  dana sebesar  Rp 992 
triliun  yang diduga  berasal  dari  aktivitas  
pertambangan  ilegal  di Indonesia.

Nice to know

-

-7%

Deforestasi  untuk  lahan  sawit  Papua

Kerjasama sektor  energi  Indonesia -Israel
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Sebagian besar  masyarakat  tetap  ingin  menggunakan  suaranya  pada 
Pemilu  dan Pilkada  selanjutnya .

Q5 Apakah  Anda  berencana  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  pada  Pemilihan  Umum  (Pemilu ) 2029  mendatang ? 

Q6 Apakah  Anda  berencana  memilih  calon  kepala  daerah  (gubernur -wakil  gubernur  & walikota -wakil  walikota ) pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada ) mendatang ? 

Masyarakat di luar  
pulau  Jawa dan 
Sumatera (96%) 
secara  signifikan  
pasti  akan  memilih  
dalam  Pemilu  
selanjutnya .

Mereka  yang 
termasuk  dalam  
kategori  SES B (80%) 
secara  signifikan  
pasti  akan  memilih  
dalam  Pilkada  
selanjutnya .

Pada awal  tahun  2026, terdapat  wacana  
yang dikeluarkan  beberapa  partai  politik  
untuk  mengubah  sistem  Pemilihan  
Kepala  Daerah ( Pilkada ) menjadi  tindak  
langsung , dengan  kepala  daerah  dipilih  
melalui  DPRD,  daripada  dipilih  langsung  
oleh masyarakat .

Nice to know

Ya, pasti  akan  memilih Belum memutuskan

85%

12%

3% 1%

Rencana  Mengikuti  Pemilu  2029
base: semua , n= 387

84%

13%

1%1%

Rencana  Mengikuti  Pilkada  Mendatang
base: semua , n= 387

Mungkin  akan  memilih Tidak akan  memilih

Mereka  yang (sangat) 
skeptis  (22%) secara  
signifikan  mungkin  
akan  memilih  dalam  
Pemilu  selanjutnya .

Mereka  yang (sangat) 
skeptis  (24%) secara  
signifikan  mungkin  
akan  memilih  dalam  
Pilkada  selanjutnya .



Sumber: Storyset

Penilaian Kinerja Pemerintah3



8%
11%

7% 8%
12%

21%

5%

17%

7%
4%

Sangat buruk Buruk Sangat tidak
mencukupi

Tidak cukup Hampir
cukup

Cukup Lebih dari
cukup

Bagus Sangat bagus Luar biasa
bagus

Kinerja Pemerintah
base: semua, n=387
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Setelah  penilaian  yang naik -turun  sepanjang  2025, skor  penilaian  masyarakat  
terhadap  pemerintah  kembali  berada  pada skor  5,4 (dari  skala  1-10).

KP01 Menurut  kamu , bagaimana  kinerja  pemerintah  pusat  saat  ini ?

1              2                         3                         4                        5                         6       7                         8                        9                         10 

5.4

4.9

5.1
5.7 5.4

Tren Kinerja Pemerintah*
base: semua, n= variasi

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

Berdasarkan  data Chandler Good 
Government Index 2025, skor  efektivitas  
dan kapabilitas  pemerintahan  
Indonesia berada  pada angka  0,57 
(skala  0ς1), masih  di bawah  negara 
ASEAN lain seperti  Singapura (0,87) dan 
Malaysia (0,59). 

Nice to know






















































